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Dalam rangka penyusunan dan pembentukan peraturan internal di lingkungan
Kejaksaan Rl yang pada tahapannya meliputi perencanaan, persiapan, teknik
penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan
penyebarluasan, maka diperlukan koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi
penyusunan dan pembentukannya sekaligus pemantauan dan evaluasi, sehingga
peraturan-peraturan yang dihasilkan tidak terjadi tumpang tindih maupun bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi maupun yang
sederajat. Mendasarkan hal tersebut maka dengan ini memberikan instruksi:

Kepada : 1. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI.

Untuk

KESATU : Memperhatikan dan mempedomani Peraturan Jaksa Agung Rl Nomor:
PER-008/A/JA/05/2013 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan
Kejaksaan Republik Indonesia.

KEDUA - Setiap bidang atau badan yang memprakarsai atau telah menyiapkan
draft peraturan internal di lingkungan Kejaksaan RI (seperti Peraturan
Jaksa Agung RI, Keputusan Jaksa Agung RI, Instruksi Jaksa Agung R,
Nota Kesepahaman/MoU, dan Perjanjian Kerja Sama), untuk terlebih
dahulu berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan up.
Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri dan bidang terkait guna
membahas harmonisasi dan sinkronisasi penyusunannya.

KETIGA - Setiap draft peraturan internal di lingkungan Kejaksaan RI yang telah
selesai dibahas dan akan diserahkan kepada Jaksa Agung RI untuk
ditandatangani, maka draft tersebut harus dibubuhkan paraf




KEEMPAT

oleh Pejabat Eselon | pada masing-masing bidang terkait di setiap
lembarnya.

Melaksanakan instruksi ini dengan penuh rasa tanggung Jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 November 2019
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